ABSTRACT

Hutan merupakan salsh satu sumber daya alam vang tak terhingga.
berfungsi schagai pelindung dengan nilai-nilai ckonomis. Hutan jusa
mempunyal - perunan - penting  dalam  menveimbangkan  ekosistem
lingkungan. Indonesia memiliki kawasan hutan yang termasuk terbesar dj
dunia sehingga dikenal sebagai “paru-paru dunia®™.

Deklarasi Rio de Jeneiro tahun 1992 memual adanya kedaulatan
penuh dari suatu negara untuk mengelola hulannya dengan svarat tidak
menimbulkan  kerusakan lingkungan. Kawasan hutan  Indonesia  vang
tersebar luas merupakan kedaulatan penvh bagi Tndonesia untuk mengelola
dan memanlaatkannya, Seiring dengan itu, terjadinva kebakaran besar atas
hutan di Kalimantan vang menimbulkan gumpalan asap tebal sampai ke
Negara — negara tetangga i antaranya Singapura yvang  menimbulkan
kerugian materi serla rusaknyva lingkungan hidup vang telah ada selama ini
dan pencemaran udara,

Asap yang sampai ke Singapura telah menimbulkan kerugian bagi
negari lersebul  karcna  menyebabkan kurangnya jarak pandang  dan
pencemaran udara.  Oleh Karena itu Indonesia dapat dituntul berdasarkan
prinsip ke-2 dari Deklarasi Rio maka suatu negara berlangzung jawab uniuk
menjamin aktivitas dalam vurisdiksi mereka wau pengawasan vang tidak
merusak lingkungan nepara lain atau wilayah-wilayah di luar yurisdiksi
nasionalnya,

Pertanggungjawaban Indonesia atas kebakaran hutan di wilayah
[ndonesia dupat dimintakan berdasarkan prinsip “steice fiabiline” . Dalam
lingkungan internasional. prinsip sirict liability merupakan prinsip dimana
suarl negara dapat menuntul ganti tugi atas kerusakan dan pencemaran
fingkungan  yang  akibatnva  sampai  kewilavah negaranva,  Namun
penyelesaian terhadap kerugian yang dialami Singapura  dilakukan melalui
negosiast dengan “Spirit Asean™. Walaupun Singapura tidak melakukan
penuntutan,  Indenesia hendaknva  harus berusaha  untuk  lebih
memperhatikan  pelestarian dan pemanfaatn hutannya i masa-masa
mendatang.



PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hutan sebagai bagian dari sumber daya alam nasional memiliki arti
dan peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan sosial, pembangunan
dan lingkungan hidup. Telah diterima schagai kesepakalan internasional
bahwa hutan yang berfungsi penting bagi kehidupan dunia, harus dibina
dan  dilindungi  dari berbagai  tindakan  yang  berakibal  hilangnyva
kescimbangan ekosistem dunia.

Hutan memiliki berbagai manfaal bagi kehidupan vaitu berupa
manfaat lungsung yang dirassakan dan manlaal yang tidak langsung.
Mantaat hutan diperoleh apabila butan terjamin cksistensinya sehingaa
dapat berfungsi secara optimal. Fungsi-fungsi ekologi, ckonomi dan sosial
dari butan akan memberikan peranan nyata apabila pengelolaan sumber
daya alam berupa hutan seiring dengan  upava  peleslarian guna
mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

The World Commission on Environtment  and  Develapment
(WCED) atan Kemisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan dalam
luporannya yang dikenal dengan Cwr Conmnon Futwre (Hari Depan Kita
fersama) memberikan  delinisi tentang “Pembungunan Berkelanjutan™
(Snistanable  Developniend), dengan stilah  pembangunan berkesinam-
bungan yaitu pembangunan yvang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa
mengurangi kemampuan penerasi mendatang untuk memenuhi kebutuban
mercka sendiri. Didalamnyva terkandung dua gagasan penting

1. Gagasan “Kebwuhan™, khususnyva essensial kaum miskin sedunia, vang
harus diberi prioritas ulami.

2, Gagasan Keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan
organisasi sosial terhadap kemampuan lingkunean untuk memenuhi
kebutuhan kini dan hari depan.

Konsep pembangunan berkelanjutan diatas menghendaki bahwa
setiap negars delam melaksanokon pembangunan ckopomi dihorapkan
berada di dalam bidang sosial adalah menempatkan perilaku masyarakat
vang bertangzgung jawab dalam upaya memanfaatkan sumber daya alam,
Demikiun juga dengan pemanfaatan butan di Indonesia (merupakan salah
satu hutan terbesar di dunia) untuk berbagal kepentingan pembangunan
harus memperchatikan pula aspek-aspek kelestarian hutan sebhab dalam
perkembangannya telah menimbulkan kebakaran hutan.

Dampak negatif” yang timbul dari kebakaran hutan di Indonesia

khusus  tahun 1997 yang masih  berlanjut sampai  sckarang  telah
menimbulkan kerusakan ekologis, merosotnyva nilai ckonomis hutan dan
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preduktivitas tanah, menurunnya sumber keanckarapaman havall lora dan
fauna serta ckosistemnya, gangguan terhadap keschatan manusia dan
pencemaran  udara  yang  mempengaruhi  transportasi  udara  karena
berkurangnya jarak pandang. Masalah pencemarun udara akibat Lebakaran
hutan di Indonesia saat ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat
[ndonesia, tetapi juga oleh nepara-negura lain vang berdekatan dengan
[ndonesia. Hal ini berarti bahwa pencemaran udara tersebut bersifat lintas
batas  (frandsbonndary pollwtion), Dari perspektifs hukum  lingkungan
internasional pencemaran udara lintas batas ersebut telah bertentanzan
denpan pengaturan dalam dunin internasional.

Beberapa  prinsip  pencemaran lintas  balas  nasional  telah
dikembangkan untuk memecahkan masalah dampak lingkungan lintas
batas. Prinsip ini pada dasarnya mencapai kescimbangan (i balance)
antara hak dan kewajiban amtar negara vang terlibat dalam masalah
lingkungan  yang  bersilal  lintas  batas  negara. Prinsip i juga
dikembangkan sejalan denpan perkembangan  dari prinsip-prinsip yang
dibuat oleh organisasi inlernasional lainnya, Salah satu bentuk gagasan
yang banyak mempengaruhi pemikiran dampak lingkungan lintas batas
adalah rekomendasi OECD tentang “Principles Concerning Transfronticr
Pollution”.

Kerugian sosial ekonomi dan ekologis vang timbul oleh kebakaran
hutan cukup besar, bahkan dalam beberapa hal sulit untuk diukur dengan
nilai rupiah. Secara ekologis insiden kebakaran hutan mengancam flora
dan fauna alam Tndonesia vang khas, bahkan mungkin membuat punah,
Kerugian yang harus ditanggung oleh bangsa Indonesia akibat kebakaran
hutan tahun 1997 dulu diperkirakan mencapai Rp, 5,96 trilyun atau sekitar
70,1 % dari nilai PDB scktor kehutanan pada tahun 1997, Malaysia yang
Juga terkena dampak kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 1997
mengalami kerugian USE 300 juta di sektor industri dan pariwisata,
sedangkan Singapura mengalami kerugiun sekitar US$ 60 juta di sektor
pariwisata.”

Kalau merekn melihat penyebab kebakoran hutan maka kegiatan
manusia jugs merupakan salah satu aktor penyebab terjadinya kebakaran
hutan, yaito karena ketidak hati-hatian manusia dalam menggunakan api
dalam hubunganoyva dengan :

- Pembuatan api unggun di dalam hutan,

- Pembakaran pada persiapan tanaman pertanian, perkebunan hutan
tanaman industri, transmigrasi dan lain-lain.

- Pembakaran secara sengajo untuk mendapakan lapangan pengem-
balaan ataupun untuk berburu,
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- Penggunaan peralatan alau mesin vang dapat menyebabkan timbulnya
[l

Perkembangan  akhir-akhir  ini menunjukkan bahwa  faklor
kesengajaan seringkali merupakan penyebab wama kebakaran hutan, vang
antara lain dikarcnakan ;

I. Pembakaran limbah vegetasi yang tak terkendall.

2. Motif balas dendam baik sccara perorangan maupun kelompek.
Keadsan ini biasonya teadi pada hotan lanamanhotan industri
maupun perkebunan.

3. Menduduki kawasan/perambahan hutan kemudian membakar hutan
untuk kepentingan lain.

4. Motil pencurian kayu vailu

- Mengulihkan perbatian petugas

- Mengelabui petugas dengan membakar kulit kava gelondongan
yang dibawa. lal ini membuktikan balwwa kayu tersebut bokan
berasal dari butan

Sebapgai pelampinsan kekesalan karena adanya operusi pengamanan

RiyU alau operasi-operasi penertiban lainnya,

6. Konflik peruntukan lahan.

7. Rekecewaan akibat janjl yang tidak ditepati biasanya terjadi pada HT1
trans, PIR dan lain-lain.

]

Dampak vang ditimbulkan oleh kebakoran hutan tersebut tidak
hanya merusak ekosistemn hutan dan laban, namun limbulnya bencana asap
sehagai  akibat langsung  dari  kebakarsm  hutan dan lahan  telah
menyebabkan munculnya bencana baru, Akumulasi asap tersebut tidak
hanya terjadi di Tokasi kebakaran saja, tetapi menyebar di hampir selurub
Pulau Sumatera, Kalimuntan dan sebagian Jawa. Bahkan telab sampai pula
ke negara lain yaitu pada daerah di Malaysia, Smgapura dan Brune
Darussalam yang terkena dampak asap. Akibat langsung yang dapat dilibat
adalah berkurangnya jarak pandang {visibiling vang sangal menganggu
penerbangan, transportasi lumpuh dan gangguan kesehaton masyarakat
seperti inleks suluron pernopasan,

Pencemaran udary akibat kebakaran hutan bertentangan dengan
prinsip-prinsip hukum lingkungan intermasional. Salub satu dari Prinsip
Flukum Lingkungan Internasional dikenal istilab “Sic Utere Tuo Oy
Afienim Non Laedes” yang menentukan bahwa svaly negara dilarang
melakukan  atau  mengijinkan  dilakukannya  kegiatannva  vang  dapat
merugikan negara lain. Konsckuensi dari pelanggaran tersebut dapat
menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap negara
yang telah melakukan tindakan vang merugikan negara lain. Dalam prinsip

i
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lainnya sehubungun dengan ini “The Poliuter Pays Principles” (Prinsip
Pencemar Membavar) menentukan babwa vang melakukan pencemaran
adalah pibak yang membayar. Prinsip ini dianut dalam konvensi untuk
organisasi bagi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD ) tanggal 14
Desember [960.

Ronsekuensi dari adanya pencemaran lintas balas (transbowndary
pollutionr) adalah mengenai pertanggungjawaban negara, Menurut Hukum
Internasional pertanggungjawaban negara timbul dalam hal negara vang
bersangkulan merugikan negara lain, Dalam hal ini kasus kebakaran hutan
di Indonesia telah menimbulkan dampak negalil pada salah salu negara
tetangga yaitu Singapura dengan pengiriman asap.

Permasalahan

Berdasarkan pada uraiun diatas, maka vang menjadi permasalahan
dialim wlisun i dicumuoskan schapai berikul :
I, Bagaimana pertanggungiawaban  negara Republik Indonesia  atas
pencemaran wdara yang bersifat lintas batas (rransboundarny) akibat
kebakaran hutan terhadap negara tetangea vait Singapura 7

2

Bapgaimana upava-upaya yvang harus diambil oleh negara Republik
Indonesia untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara
akibat kebakaran hutan bagi masa mendatang 7

. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan meliput :

I Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban negara Republik
Indonesia  atas  pencemaran udara yang  bersifat  lintas  batas
(tramshonndary) akibat kebakaran hutan terhadap negara tetangga yaitu
SIngapura.

Unwk mengetahui bagaimana upaya-upaya yang harus diambil oleh
negard Republik Indonesia untuk menanggulongi dan  mengurangi
pencemaran udara akibal kebakaran hutan untuk masa mendatang.

[ P ]

[ari penelitian tersebut, adapun manlaal vang ingin dicapai adalah
diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangan
pemikiran bagi perkembangan hukum lingkunean internasional secara
khusus serta memberikan informasi‘masukan bagi para pihak lain yang
membutuhkan.



TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban  negara timbul - dalam  hal  nepara yang
bersanghkutun merugikan negara lain vang melangear hukum internasional,
Menurut LG, Starke buhwa perlangzung-jawaban hukum dart suatu negara
yullu pertanggungiawaban negara-negara bagl tndakan-tindakan vang
secara Internasional idak suh.’

Dalam menctapkan adanya pertanggungiowaban nesara dikenal
adanya 4 kriteria vang dapat digunakan sebagad dasar yaitu ;7

Lo Sufjekifve Faudt Criteria, Koosep ini menentukan arli pemtingnya
kesalahun {(baik dolus maupun culpa) pelaku untuk menelapkan adanya
perlanggungjawaban negara,
Cfective  Fawlt  Criterdo, konsep  ini menentukan adanva
peangoungjawaban nepara yang timbul dari adanva pelangoaran
terhadap suatu kewajiban internasional. '
Steier Liobility, konsep inl menentukan  balwa nepara dibebani
perlanggungjawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang lerjadi
diwilayahnya vang menimbulkan pencemaran dan mengakibatkan
kerugian  diwilayah negara lain. meskipun  berbagai  persvaratan
pencegahan pencernaran lelah ditetapkan. Dalam konsep ini Aets of
Grad, tindakan pihak ketiga atau Force Majure dapat digunakan sebagai
alasan pemaal fexendpe),
4. Absohae Lialibility, dalam konsep ini lerdapat total pertanggung-
jawaban  walaupun segala standar dipenuhi. Konsep ini tidak ada
alasan pemaaf.

Eea
;

1ad

sedangkan pengertian “hutan™ menurut Pasal 1 U No. 4 tahun
1999 lentang Kehutanan adalab sustu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumber duya alam havati yang didominasi pepohonan dalam
persckutuan alam lingkungannyva, vang satu dengan lainnya tdak dapat
dipisabkan. Lebih lanjut dalam  Pasal 1 PP No4 ahun 2001 tentang
Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup vang
Herkaitan dengon Kebakuran Huton dan ntne lnhan menyatakan

“Dampak linghungan yang berkaitan dengan kebakaran ltan dan

atau fahan adalah pengaruh perubahan pada linghkunaan hidup
yang berupa kernsakan dan ata pencemaran linghungan hidup
yang berkaitan dengan kebakaran fnaan dan ataw lahan yang
diakibatkan olel suati usaha dan atan kepioan ™

Dalam hukum nusional juga diberikan pengaturan berkaitan dengan
persoalan pencemaran yaitu UL Ne. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan

1.G. Staske, Pengantar Hukum Intemasional (03, Edisi ke-10, Penterjemzh Bambang Iriana
Cejaatmeadja, Sinar Gralika, Jukada, 1495, hlm. 391.
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Lingkungan Hidup (LU PLH)., Pada pasal 1 butr 12 memberikan
pengertian tentang “Pencemaran Lingkungan Hidup” sccara umum adalah:

“Mosuk alan dimasikkannva malfiluk Tidup, zal, energl, dandaia
kenmponen lain kedalaws laghungan idup ofel kopiotan manusio
sefingga  kualitas  turun sampal ketingkat  lertentn vans
menvebabkon  linghungan hidup  tidak dapat berfungsi sesual
dengan peruninbannya,

Setiap kegintan manusin akan menambah materi atau energl pada
lingkungan, Apabila mater atau energi membahayvakan atau mengancam
keschatan manusia, miliknya stau sumber daya, baik langsung maupun
tidak langsung dikatakan terjadi pencemaran. Menurul penzertian diatas,
suaty  Kegiatan  yang  dikchendaki, dapat pula  menghasilkan  atao
menimbulkan pengarul samping vang tidak dikehenduki.”

Demikian juga halnya dengan Kebakaran hutan, baik se:{gaju
maupun  tdak telah menimbulkan  dampak  techadap manusia  dan
lingkungan vang berupa terjadinya pencemaran udara akibat akumuolasi
asap. Deberapa sumber pencemaran udara adalab sarana  transportasi
{misalnya mebil dan truk). kebakaran hutan dan lahan. proses industri dan
pembakaran encrgy (misaloyva sistem pemanasun di rumah tangga), Pusat-
pusat pembangkit tenaga listrik juga mempunyai peranan vang amat besar
lechadap peningkatan kebadiran zat-zat peocemar (misalnya sulfur oksida,
karbon monoksida dan hidrokarbon) di udara.’

Peranghat Hukum Lingkungan Internasional secara khosus belum
mengatur masalah pencemaran udara akibal kebakaran hutan, namun
beberapa prinsip atau ketentuan Hukum Lingkungan Internasional yang
berkaitan depgan pencemaran udara dapat dijadikan landasan dalam
mengkaji masalah ini adalab

1. Conservation and Suistanable Development of all Tvpes of Forest
(forest prinsiples). Kelentuan ini tidak secara tegas mengalur tentang
pencemaran udara tetapl merupakan bahwa masalah  perlindungan
hutan telabh menjndi perhation dunia, Prinsip-prinsip kebwanan inid
memang merupakan konsensus internasional vang mencakup aspek
pengelolaan,  aspek  Konservasi serta aspek  kemanthatan  dan
pengembangan, bersifat tidauk mengikat secarn hukum dan berlako
untuk semuoa jenis hutan.

The Framework Convention on Climare Change of the  Human
Eavironent (Konvensi Steckholm tahun 1972 Dalam prinsip ke-21
dart konvensi ini discbutkan bahwa negara-negara mempunyai hak

]
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sesuai dengan Piagum PBB dan prinsip-prinsip Hukum Internasional,
hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber-sumbernya sendinl sesuai
dengan politik Iingkungan mereka sendic dan bertanggungiawab untuk
menjamin aktiftas dalam yerisdiksi mereka atau penzawasan vang
tidak merusak lingkungan negara lain atau wilavah dilvac balas
vurisdiksi nasional,

Sie Ultere Tuo Ur Ailentnr Now Laedes. Asas ini menentukan buhwa
suatu negara dilacang  melukukan atay mengijinkan dilakukannya
kepiatan  yang  dapat  merugikan negara lain, Konsckuensi  dari
pelanggaran tersebut dapat  menjadi dasar untok meminta
perlanggungjawaban terhadap negara yang telah melakukan tindakan
yvang merugikan negara lain,

The Polivier Pavs Prineipfes. Prinsip ot dikenal  dengan prinsip
pencemar membavar, Prinsip ini dapal dipukai schasai dasar unluk
meminta  perlanggungjawaban dari negara  pencemar,  Prinsipe ind
menentukan babwa yang melakukan pencemaran adalah pihak vang
harus membavar.

Conveniion On Lanpe-Ranpe Transboundary Air Poltution. Dalam
Pasal 2 konvensi ini menyebutkan bahwa

“The contracting partics taking due acconnt of the Jact and
problems involved are determined fo protect Man and his
environment againts and shall endeavor o limit and, as Jor
possible, gradually and prevent air pollution including fone-ranee
transhowndary alr pollution™.

AETODE PENELITIAN

Peneltian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum noonutil

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan perpustakaan atan data
sckunder yang dalam hal ini yaitu

l.

Bahan hukum  primer, yaitu bahan-bshan hukum  yang mengikat

meliputi :

- Deklarasi Stockholm tahun 1972 wvang memuat deklarasi PEBR
berkaitan dengan lingkungan hidup (Declaration of United Neations
Conference of the Human Envirentment)

- Deklarasi Rio De Jeneiro tentang Lingkungan dan Pembangunan
tahun 1992 (Rie Declaration On Environtment and Development)

- Dokumen  yang memuat  Prinsip-prinsip  dari  pada  Hukum
Lingkungan Interaional

- Undang-undang  No. 23 tahun 1997  tentang  Pengeloluan
Lingkungan Hidup

- Konvensi-konvensi  lainnya vang  berkaitan dengan . Hukum
Lingkungan [mernasional kbususnyn Pencemaran Udara



- UL No. 41 tahun 1999 entang kehutunan

- PP Mo, 4 tabun 2000 tentang Peogendalizn Kerusakan dan atau
Pencemaran Lingkungan Hidup vang berkaitan dengan Kebakaran
Hutan atau Lahan

2. Bahan Hukum Sekunder berupa -

- Berbagm  literatur  dan buku-buku  berkaitan  dengan  hukum
internasional  khususnya hukum  lingkungan inlernasional vang
menyangkut pencemaran udara akibal kebakaran hutan:

- Hasil seminar dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan ini;

3. Bahan Tertier berupa Kamus Bahasa Ingeris — [ndonesia

Pencliian  ini akan  menggunakan  pendekatan  vang  bersifin
deskriptil’ yuridis. Pendekalan ini dimaksudkan  untk  mendapatkan
gambaran mengenai pertanggungjawaban negara Republik Indonesia atas
pencemaran udara akibat kebakaran hutan. Data-data yang diperaleh akan
diodah dan dianalisa sccara Kualitatil’

IASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
«. Prinsip Tanggung Jawab Negara Menurut Hukom Internasional

Prinsip tanggungjawab  negara merupakan salah satu prinsip vang
sangat penting dalam hukum internasional, khususnva dalam kaitan
dengan hakekat dan fungsi hukum internasional. Menurut Shaw:

“aState responsibility is o findamental principles of international
law, arising out of the nature of the international fepel syseem

Prinsip langgung jawab negara lahir dar kewajiban iolernasional
yang bersifat primer (primary rules of obligation) vaitn prinsip
keseimbangan hak dan kewajiban negara griphe and duiv of seate), Hak
setiap negara dibatasi oleh hak negura lainnya. Penerapan hak suatu
negara dibatasi oleh kewajiban untuk tidak melanggar hak nesara
fmnnya. Bilo suntu negara menerapkon haknyn seearn melanggar hok
negara lain, dan bila pelanggaran hak itu menimbulkan kerugian pada
negara yang haknya dilanggar, maka bersamaan dengan iu lahir pula
kewajiban bagi “negurz penerap hak”, untuk melakuekan pemulihan
kerugian (reparation), terhadap Kerugian vang diderita oleh negara vang
haknoya terlanggar. Bersamaan dengan itu, lahic pula hak alas pemulihan
kerugian pada negara penderita kerugian, vang juza berarti timbulnva

Jalcolm. M. Shaw, Infcrnational Law, Third Edition,Grotius Publication Limied, Englard, [99],
tme A&l




hak untwk menuntet pemulihan (ganti regl) pada negara penderita
kerugian, kepada negara pembuat kerugian,

Prinsip primer ini dikenal dengan nama prinsip abuse of rizhts,
vail suaty prinsip yung menunjuk pada kewajibun bagi setiap negara
untuk mengpunakan haknya secara lidak berlowanan dengan tujuan
pemberian hak it atau seecara tidak melangear hak pihak lain, Dalam
prinsip umum, prinsip ini dirumoskan dalam bentuk negasi vag berbunyi,
meminen faedit qui sue fuve wiiee, yang berarti .. that no body harnis
another when he exercive Liv own righes ™. Dalam Romawi, prinsip in
dirumuskan dalam frase. sie were jure tio wt alienum non laedas, yang
berartt “so wse your own property as ot to injure another”. lika suatu
negara menggunakan hak vang oleh hukum diberikan kepadanya, secara
Berfentangan  dengan twjuan pemberion hak i doan mengakibotkan
kerugian pada pihak lain, maka pada saat vang bersamaan lahic pula
kewajiban untwk bertanggung jawab pada negara yang bersangkutan,
Dengan demikian, fungsi dasar prinsip langgung jawab negara dalam
sistem hukum internasional adalah memberikan perlindungan kepada
seliap negara, antara lain, dengan cara mewajibkan scliap negars
pelanggar membayar ganti rugi kepada negary penderita kerugian, 1

Dengan demikian tanggung jawab negara dapat diartikan sebagai
kewajiban untuk melakukan pemulihan terhadap setiap kerugian vang
timbul dari akibat setiap kegiatan, baik yang timbul dari tindakan vang
dilarang maupun vang tidak dilarang oleh hukum internasionul, termasuk
kewajiban untuk mencegah timbulnya kerugian (oeeventive measures)
dalam hal kerugian demikian iw ddak dapat disclesaikan melalui
pembayaran ganll rugi.

Cewasa  ini dengon semakin majunys tekhnologl  serta
meningkatnya Kegialan-kegiatan ckonomi yang teckait didalamnya aspek
lingkungan sccara langsung atau tiduk langsung telah membuat umat
manusia semakin peka terhadap adanya perusakan lingkungan vang
berdumpak merugikan terhadap negara lainnva. Karenanya pula dalam
hal ind timbulnya Kerugion negora Inin, tmgeung jownb negarn lahir,

Tanggung jawab negara terhadap lingkungan ini semakin dipertegas
lagi oleh Konprensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan
(UNCED) atau “United Nations Conference on  Enviroument and
Development”. Konprensi yang lebih di kenal dengan nama Konprensi
Tingkat Tinggi (KTT Bumi atau Farth Swmmit) ini telah memben
dampak cukup besar terhadap Kesadaran atas tanggung jowab negara
untuk melindungi dan mwelestarikan lingkungan, KTT Bumi tahun 1992
ini mengahasilkan berbugai dokumen penting yang mengubah pola

[l Bagos Wyasa Putra, Tangzunujowab Neeara Tetholap dumpak Komersialisasi Ruamne Anekss,
FT, efika Adatazng, Basdung, 2000, him, 62
[bid
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pandang pandang seliap negara, Dard semula yang tidak peduli techadap
Hingkungun  menjadi - lahic  rasa rasa kewajiban  negara  untuk
memperhatikon kegiataannya yang bisa menimbulkan kerugian bagi
lingkungannya maupun linghungan negara lain. "’

secara lebih lanjul hasil penclition duri berbagai penelitian vang
diloksanakan  sebelum maupun sesudah Konferensi Stockholm
menunjukan bahwa kerugian yang timbul dari akibal kegiatan negara
telah berkembang dari kerugian yvang bhersifat “fiatas batas ™ negara
menjadi kerugian vang bersilal global.

}. Pertanggungjawaban Negara RI Atas Pencemaran Udara Yang
Bersifut Transboundary

Terjadinya kebakaran hotan di Kalimantan & tabun (997 dan
sampai sckarang masih sering terjadi menimbulkan dampak kerugian baik
manusin waupun lingkongan, Asap ebal yvang ditimbulkan dari kebakaran
tersebut sampai ke negara letangga khususnva Singapura menjadikan jarak
pandang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penerbangan, dan ini
mengakibatkan banyak dibatalkannya penerbangan dari dan ke Singapura.
Dalian hal mi Indonesia telab melanggar prinsip-prinsip hukum lingkungan
internasional yang berlaku antara lain “prinsip bertetangga baik™,

Berdasarkan hal di atas, maka pemerintah Indonesia dapat diminla
pertangeungjawabannys atas pelangearan  ketentuan-ketentuan Hukum
Intermasional, antara lain

|, Prinsip ke-2 dari Kio Declaradion On Environtment dan Development
1992,

Y States have, in accordance with the Charter of the United Nations
and the principles of International Law, the sovercion right to exploit
their own resources pursuant fo  their own  environmenial and
develgpment poficies, and the responsibility lo ensure that activities
the it furisdletion or eanteed da not cause dameage (o the enmviranment e
ather States or of areas beyvond the limits of national ™,

suaty negara  berlanggungjawab untuk menjamin aktivitas dalam
vurisdiksi mereka atau pengawasan vang tidak merusak lingkunaan
negara lam atau wilayoh-wilayah di Juar batas yurisdiksi nusionalnya.
Prinsip di atas mengharoskan setiap negara untuk menjamin dan
menjaga aktivitas masyarakat dalam  yurisdiksi negaranyva  untuk
mengelola sumber dayva alam yang ada. Indonesia merupakan salah
saty pegara vang mempunyal hutan tropis yang tergolong besar di
dunia, maka pemerintah Indonesia barus menjamin dan melakukan

Huala Adolf, Aspek-ispek Negarn Dalam Hukum Inteenasional, PT. BajeGralinde Persada,
Fakara, 2002, W 303-304.



pengawasan terhadap kegiatan yvang membahayakan bagi lingkungan
(hutan) dan manusia. Terjadinya kebakaran hutan di Indonesia yang
mengakibatkan pencemarun udara di wilayah Singapura merupakan
langeung jawab pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan laporan
WCED dalam Pasal 21 vang menychutkan babwa negara  harus
menghentikan  kegiatan-kegiatan - vang  melanggar  kewajiban
Internasional sehubungan dengan masalah lingkungan dan memberd
ganti rugi akibat kerusakan lingkungan vang ditimbulkannya,

2 8e Litere Tuo Alicnivm Non Laedis

Suatu prinsip yang pada akhirnya memberikan larangan pada negara-
negara  untuk melakukan  Kegiatan-kegiatan vang  membabayvakan
negara lam. Prinsip ini merupakan kewajiban nepara-negara {termasulk
Indonesia) untuk  menjaga lingkungannya apar tidak  menganggu
lingkungan negara lain darl ancaman pencemaran dan atae kerusukan
lingkungan. Dalam kaitannya dengan kebakaran hutan, dapat ditekan
sekecil  mungkin,  jika  moousia dalam memanfaatkan hutan
memperkirakan ukibat-akibal vang akan tiimbul.

Terhadap kasus kebakaran hutan di Indonesia yang mengakibatkan
terjadinya  pencemaran udara  di wilavah  Singapura,  maka
perlanggungjawaban  yang dapat digunakan adalah  “Seeict Liability™,
karena sudah jelas bahwa kebakaran hutan menimbulkan asap yang
berakibat terjadinya  pencemaran udara vang  bersifat lintas  batas
{transboundary) vang merugikan negara laio,

Dalam  hal  penggunaan  prinsip  “Stefer Liakdine”  dalam
menganalisa kebakaran hutan di Indonesia secara vuridis belum ada
pengalurannya sccars tegas seperti babaya dari suatu kegiman yang
mengzunakan lonbah nukhic atau limbah 133, Mamun secara konsepiual,
prinsip ini dapat dikembangkan mengingat latar belakang terbentulknya
prinsip “Seeict Lighifioe” diakibatkan dari aspek bahava vang mungkin
ditimbulkan. Qleh karena kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran
udara dapat berakibal negatil’ bagi manusia dan lingkungan hidup, maka
prinsip "Stefer Liabilin:” tidok teriutup sama sekali untok dijslikon konsep
hukum pada masa mendatang vang akan datang khusus pencemaran udara
berupa asap.”

Walaupun masalah pencemaran udara akibat kebakaran hulan
belum tersedia perangkat hukum vang mengikat secara internasional,
namun lerhadap negara pencemar bukan berari lepas tangpungjawab,
karena dapat saja ditempuh dengan menggunakan alternatit lain uniuk
meminta pertanggungjawaban negars pencemar (pemerintah Indonesia).

WCED, Op. Cit., him. 4380,
Muhammad Mubdar, Aspek Perangeungjawaban Hokem Atas Terjadingn Pencemaran Ddary
Yame Mesugikan Megaen Lain, Yopyakarta, 1999, kim. 8




Dalam kenvatmannya negara Sinpapura yang  dirngikan  akibat
kebakoran hutan di Indonesia tidak mengajukan tuntutan ganti kerugian
atau tidak meminta perlanggungjawaban pemerintzh Indonesia, hal ind
menurut Koesnadi Hardja Soemantri disebabkan oleh kuatnya  “Spirie
ASEAN". M Penvelesaian melalui jalur diluar pengadilan dan melalui jalan
damai  dimungkinkan dalam  masalah ini. Seloin it WCED  dalam
laporannya juga mencantumkan penvelesaian persclisihan seeara damai,
schagaimana termual pada Bagian 1V butir - 22 yang menvebutkan

“Negara  harws menvelesaikan perselisilan - perselisiban
lingruwigan melalni cara-cara damai. Bila kesepakatan mengenal
sugin. penyelesaian  olan mengenal  pevfanfion  penvelesaian
perselisifem lainnva tidak tercapal dalom 18 bulan, perselisiton
i akan dicoba meloli konsifiasi,  den biln rerap  tidak
terselesaikon akan  dibawa ke Penpadilan  Arbitrase  atay
peradifan alas peraintaan negara vang berkepentingai. -

Terlepas dari tidak dimintanya pertanggungjawaban  pemerintah
Indonesia oleh negara Smgapura karena kerugian yang diderilanya akibat
kebakaran hutan di Indonesia, maka manajemen pengelolaan hutan
Indonesia harus  benar-benar memperhitungkan  dampak  negatif dan
memperhatikan - ketentuan-ketentuan  plobal  yang  berkaitan  dengan
pengeloluan lingkungan. Pencemaran wdara vang bersifat lintas batas
sehingga sampai ke Singapura menunjukan  Kurangnya  kepedulian
[ndenesia dalam mengelola hutannya, Padahal hutan Indonesia tidak hanva
dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga untuk kepentingan
semua manusia di muka bumi.

. Upaya-upaya Perlindungan Huotan

ITutan sebagar salah satu baglan dari hngkungan bidup mempunvai
peranan penting untuk kot menjaga Keseimbangan ekosistem. Ditingkal
internasional masalah ini menjadi pembicaraan dan termasuk ke dalam
pgenda Konferensi Tingkat Tinggl Bumi vang berlangsung i Rio de
lenciro  (Brasil) vang diadakan tanggal 3 sampai 14 Juni 1992,
menghasilkan 5 dokumen kesepakatan yaitu: (1) Dekalarasi Rio: (2)
Agenda 215 {3) Prinsip-prinsip Pengelolaan Hutan: (4) Konferensi tentang
Perubahan Tklim dan (3) Kenvensi Keanakeragaman Hayati.

salah satu diantara lima kesepakatan internasional KTT Bumi
lersebul, adanya konvensi mengenai prinsip-prinsip pengelolaan hutan
vang berisi 25 prinsip dasar. Kaidah-kaidah pengelolaan hutan vang
dipetik dari KTT Bumi Rio de leneiro diantaranva

Ibid, llm, 15,
WCED, Op. Cit, hime 4580251



1. Megara memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola hutannya tidak
menimbulkan kerusakan lingkungan;

2. Sumber daya hutan dikelola sccara lestari untuk  inemenuhi
kebutuhan dasar manusia;

3. Kebijaksanaan nasional harus mencerminkan pengelolaan  hutan
secara berlanjul, wermasuk didalamnya Konvensi lahan hutan bagi
pembangunan sosial ckenom:, sesuai dengan tata guna lahan yang
rasional:

4. Kebijuksanaan dan strategi nasional harus mampu meningkatkan
upaya pembangunan, kelembagaan dari program pengelolaan hutan,
kebijaksanzan  dan  strategi  tersebut  harus  memperhatikan
kelangsungan  ckosistem hutan dan sumber daya hutan serta
mempertimbangkan fuktor-faklor diluar sekior kehutanan;

3. Kepulusan dalam pengelolaan hutan selanjutnva didasarkan atas
hasil telaah yang meliputi nilai-nilai ekonomi dan non ekonomi
hazil hutan, josa dan lngkungan hidup;

6. Pengelolaan hutan harus terpadu dalam pembangunan  wilavah
schingea dapat memelihara kescimbangan ckologt dan manfaat
yang lestari. Kebijakan nasional harus menjamin diberlakukannya
analisis mengenal dampak lingkungan (AMDAL);

f. Pelaksanaan  kebijaksanaan  dan progrum nosional  dalam
pengeloloan hutan  terlanjutkan,  harus  didukung  pendanaan
internasional, kerjasama teknik dan penyempurnaan sisi pemasaran
hasil hutan olahan;

#. Peranan  hutan tanaman  ditingkatkan melalui  reboisasi  dan
penghijauan, baik dengan tanaman asli maupun tanaman eksotik,
dalam rangka mempertabankan hutan dan memperluas labhan hutan
untuk memenubi Kebutuhan kayu bagi industed, kebutshan kavu
bakar, kebutuhan lingkungan hidup dan memperluas kesempatan
tennga kerja;

9. Kebijaksanaan pengelolaan hotan harus  memperhatikan  aspek

produks).  Komsumsi, pendavran, manlaat  hasil  hutan  dan
kepentingan masvarakat sekitar;

L0, Inventarisast, evaluasi dan pengunaan iptek harus dilakukan secara
elekifl Kerjasama Internasional dalam rangka wkar-menukar hasil
penelitian dan pengembangan pemanfaatan hasil hutan non kavu
perlu ditingkatkan.

1 tingkat nasional, secara umum tentang pengelolaan lingkungan
hidup termasuk hutan menurut Pasal 3 UU No. 23 tahun 1997 dikatakan
pengelolaan lingkungan hidup vang disclenggarakan dengan asas langgung
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jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat berlujuan untuk
mewujudkan pembangunan berkelnjutan yang  berwawasan lingkungan
hidup. Lebih lanjut kegiatan pengelolaan hutan dalam Pasal 21 U No. 41
tabiun 1999 meliputs :

. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hulan,

b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,

c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan

d. perlindungan hutan dan konservasi alam,

Kebakaran hutan vang  tegjadi twhun 1997 lalu schingpa
memberikan dampak ke negara lain yaitu adanya asap vang sampai ke
Singapura  bertentangan  dengan prinsip lingkungan  internasional.
Pencemaran udara akibat kebakuran hutan menunjukan bahwa Indonesia
belum mampu melakukan pengeloluan atas ltan miliknyva. Indonesia
harus segera melakukan berbagai upaya apar menata kembali hutannva di
masa mendalang.

Adanya PP Noo 4 tahun 2001 tentang Pengendalian Berusakan dan
alau Pencemaran Lingkungan Hidup vang Beckaitan Dengan Kebakaran
Hutan dan atau Lahan merupakan salah satu upava pemerintab dalam
memberikan aturan bukum dalam  mencegah terulang lagh peristiva
tersebut. Pemerintah pusat vaite Menteri vang bertanggung jawab dibidang
RKehotanan mengkoordinasikan pemadaman  kebakaran hwtan dan atau
lahan lintas propinsi dan atau  “fatas batas negara™ (pasal 23,
Pengkoordinasian tersebut meliput - '

a. penyediaan sarana pemadaman kebakaran hutan dan atau lahan;

b, penpembangan  sumber  daya  manusia  untuk  pemadaman
kehakaran huatan dan ataw lahan: dan atau

o

pelaksanaan  kerja sama  internasional  untuk  pemadaman
kebakaran hutan dan atau laban

Sedangkan  penanggulangan  dampak  dan  pemuliban  dampak
lingkungan bidup yang berkaitin dengoan kebukoran hutan doan atau lahan
vang lerjadi pada lintas propinsi dan atau lintas batas negara yang
bertanggung  jawab adalah “Kepala Instansi”™ yang mengembangkan
kemampuan sumber daya manusia di bidang evaluasi dampak lingkungan
hidup (Pasal 25). Oleh karcna Menteri dan atau Kepala Instansi yang
bertanggung jawab melakukan pengawasan stas pengendalian kerusakan
dan ataw pencemaran lingkungan hidup yang bersifat lintas batas negara
firansboundary).

Pasal 24 PP o, 4 b 2001 1entane Pengendation Berwsakan dan iz Pencemaran Linakunean
gnng Berkaitan dengan Kebasaran Hutan dan ataw Lahan,
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Hal terpenting menvangkut konsistensi dari pemerintah Indonesia
dalam menegakan berbagal berbagai aturan tentang lingkungan hidup
khususnya hutan  vang telah ada ke dalam masyarakat, Peran masyarakat
juga memberikan arti penting dalam menjaga dan meleslarikan hutan yang
ada. Berbagai persoalan yang timbul pada kasus kebakaran hutan vang
terjadi selama ini, adanya kecendrungan dari pemerintab baru melakukan
tindakan sctelah peristiwa berlangsung,

Kerugian baik secara materi maupun rusaknya lingkungan sekitar
yang belum tentu akan pulib dalam beberapa tahun mendatang, akan dapat
mengancan kelangsungan fungsi hutan untuk generasi mendatang, Upava
pemetintah untuk ite perlu dilakukan melalui “rehabilitasi” dan *reklamasi
hutan™ untuk memulibkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi
hutan dan laban schingga dava dukung, produktivitas, dan peeanannva
dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Hal ini
sclaras  dengan bentuk  pertanggungjawaban negara dalan kot serta
melaksanakan kesepakatan vang tertuang dalam Deklarasi Rio tahun 1992
dulam rangka pembangunan berkelanjutan fsuistanable development),



PENUTUP
L. Kesimpulan

Dari uraian di aias dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan di
Indonesia yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara sampai ke
negara  Singapura, dalam perspektif hukum  internasional  bentuk
pertanggungiawaban pemenntah  Indonesia ermasuk ke dalam  “Sraie
Liability " vaitu jika negara Singapury ingin mengajukan twuntutan hukum,
maka pemerintah Indonesia harus memenuhi segala bentuk Kerupian yang
diderita oleh negara Singapura. Dalam kasus ini prinsip “Stricty Liabiliny”
sangat tepat untuk digunakan dalam menetapkan perlanggungjawaban
negara, Bentuk tanggung jawab negara terhadap lingkunegan imernasional
i telah diotur dalam Dekarsi Rie de Jencico whan 1992 unlk
memberikan Kesadaran negara upluk melindungi  dan  melestarikan
lingkungannva. '

b. Saran

- Untk  Iebih  mengoptimalkan  pelaksunaan  aturan-aturan vang
menyangkut tentang hutan yvang telah ada selama ini, maka pemerintah
hendaknya bersikap  konsisten  dalam  penegakan  hukum  tlanpa
pembedaan schingga bagi yang melanggar akan dituntut sesuai dengan
aturan tersebut;

- Peran serta masyarakat perlu dilibatkan dalam rangka memperoleh
informasi dan menjaga kawasan hutan dan lainnyva;

- Perlunya Indonesia memperhatikan sturan-aturan yang  berlaku  di
tingkat internasicnal werutama lingkungan karena schagai bagian dari
masyarakat internasional juga harus berperan serta dalam melaksanakan
kegiatan-Kegiatan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup,
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